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Abstract

As professionals, teachers are obliged
to have an academic qualification and
competency that are proved with their
professional certification. It is required
Jfor those teachers with an S1 and D4
educational level to have professional
certification and follow the certification
process through the examination of teacher
competence, the observation of teacher at
classroom, portfolio and peer evaluation.
Next, after passing the certification lest,
teachers are entitled to earn benefits as
professional teachers equal to one time
basic salary. Therefore, it is expected
that teacher performance have to be more
optimal to improve the quality of national
education.

Keywords: quality of education, academic
qualification and competency, professional
certification.
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PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan Pemerintah Republik

Indonesia untuk melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejah-
teraan umum, dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. Selain itu, Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 juga mengama-
natkan Pemerintah untuk mengusaha-
kan dan menyelenggarakan satu sistem
pendidikan nasional yang bertujuan
meningkatkan keimanan dan ketak-
waan kepada Tuhan Yang Maha Esa
serta akhlak mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa dan

membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat. Untuk
mengemban amanat tersebut, ditetap-
kanlah Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem pendidikan nasional
dimaksudkan untuk menjamin
pemerataan kesempatan pendidikan,
meningkatkan mutu dan relevansi
pendidikan, serta efisiensi mana-
jemen pendidikan untuk menghadapi
tuntutan perubahan kehidupan lokal,
nasional, dan global. Dalam rangka
peningkatan mutu pendidikan,
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
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tentang Standar Nasional Pendidikan
menetapkan delapan standar nasional
pendidikan yang harus menjadi acuan
sekaligus kriteria dalam menetapkan
kebethasilan penyelenggaran pendi-
dikan nasional. Delapan standar nasio-
nal pendidikan yang dimaksud meliputi
standar isi, standar proses, standar
kompetenst lulusan, standar pendidik
dan tenaga kependidikan, standar sara-
na dan prasarana, standar pengelolaan,
standar pembiayaan, dan standar peni-
laian pendidikan.

Salah satu standar yang berkaitan
langsung dengan keberhasilan penye-
lenggaxaa.ﬁ pendidikan adalah standar
pendidik dan tenaga kependidikan,
khususnya guru. Guru sebagai tenaga
profesional bertugas mewujudkan
tujuan pendidikan nasional, yaitu ber-
kembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Dalam rangka
mewujudkan tujuan pendidikan nasio-
nal tersebut, guru sebagai tenaga
profesional wajib memiliki kualifikasi
akademik dan kompetensi, serta sehat
jasmani dan rohani, sebagaimana yang
diamanat-kan oleh Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen.




Kualifikasi akademik untuk guru
adalah tingkat pendidikan minimal
yang harus dipenuhi oleh seorang guru
yang dibuktikan dengan ijazah yang
mencerminkan kemampuan akademik
yang relevan dengan bidang tugas
guru. Kompetensi guru adalah se-
perangkat pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku yang harus dimiliki,
dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam
melaksanakan tugas keprofesionalan.
Standar kualifikasi akademik dan
kompetensi guru telah ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 16 Tahun 2007 ten-
tang Standar Kualifikasi Akademik
dan Kompetensi Gutu yang meliputi
Guru TK/RA, Guru SD/MI, Guru
SMP /MTs, Guru SMA/MA dan Guru
SMK/MAK untuk kelompok mata
pelajaran normatif dan adaptif.

Pencapaian standar kualifikasi
akademik dan penguasaan kompetensi
guru dibuktikan melalui sertifikat
profesi guru yang diperoleh melalui
program sertifikasi. Dengan kata lain,
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Konstelasi Mutu Pendidikan -

sertifikasi adalah proses untuk me-
ngukur dan menilai pencapaian kua-
lifikasi akademik dan kompetensi
minimal yang dicapai oleh seorang
guru. Guru profesional yang memiliki
kualifikasi akademik dan kompetensi
yang memenuhi standar akan mampu
mewujudkan pendidikan nasional yang
bermutu. Oleh karena itu, program
sertifikasi merupakan salah satu
program utama untuk meningkatkan
mutu pendidikan nasional.

MUTU PENDIDIKAN
NASIONAL

Mutu pendidikan nasional yang
tercermin dalam kompetensi lulusan
satuan-satuan pendidian dipengaruhi
oleh berbagai komponen seperti pro-
ses, isi, pendidik dan tenaga kepen-
didikan, sarana dan prasarana, penge-
lolaan, pembiayaan, dan penilaian
pendidikan, yang dapat digambarkan
dalam konstelasi mutu pendidikan
sebagai berikut:
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Mutu pendidikan dicerminkan
oleh kompetensi lulusan yang dipenga-
ruhi oleh kualitas proses dan isi pen-
didikan. Pencapaian kompetensi lulus-
an yang memenuhi standar harus
dudukung oleh isi dan proses pendi-
dikan yang juga memenuhi standar.

Perwujudan proses pendidikan yang

berkualitas dipengaruhi oleh kinerja
pendidik dan tenaga kependidikan,
kualitas dan kuantitas sarana dan pra-
sarana, kualitas pengelolaan, keterse-
diaan dana, dan sistem penilaian yang
valid, obyektif dan tegas. Oleh karena
itu perwujudan pendidikan nasional
yang bermutu harus didukung oleh
isi dan proses pendidikan yang meme-
nuhi standar, pendidik dan tenaga
kependidikan yang memenuhi standar
kualifikasi akademik dan kompetensi
agar berkinerja optimal, serta sarana
dan prasarana, pengelolaan, dan
pembiayaan yang memenuhi standar.

Kinetja pendidik dan tenaga ke-
pendidikan, khususnya guru, selain
ditentukan oleh kualifikasi akademik
dan kompetensi juga ditentukan oleh
kesejahteraan, karena kesejahteraan
yang memadai akan memberi motivasi
kepada guru agar melakukan tugas
profesionalnya secara sungguh-
sungguh. Kesungguhan seorang guru
dalam melaksanakan tugas profesio-
nalnya akan sangat menentukan per-
wujudan pendidikan nasional yang
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bermutu, karena selain berfungsi
sebagai pengelola kegiatan pem-
belajaran, guru juga berfungsi sebagai
pembimbing kegiatan belajar peserta
didik dan sekaligus sebagai teladan
bagi peserta didiknya, baik di kelas
maupun di lingkungan sekolah.
Selain ditentukan oleh kinetja
guru, upaya peningkatan mutu pendi-
dikan nasional juga akan sangat
ditentukan oleh pelaksanaan penilaian
yang valid, obyektf dan tegas, baik
penilaian oleh guru dan satuan pen-
didikan maupun penilaian oleh
pemerintah. Khusus penilaian oleh
guru dan satuan pendidikan mem-
punyai peran yang sangat penting
dalam peningkatan mutu pendidikan,
karena selain bertujuan untuk meman-
tau roses, kemajuan, dan petbaikan
hasil belajar peserta didik secara ber-
kesinambungan, juga bertujuan untuk
meningkatkan motivasi belajar peserta
didik dalam rangka memelihara
kontinuitas proses belajar peserta didik.

SERTIFIKASI PROFESI GURU
DAN PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN

Jika kita mencermati Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen, jelas bahwa undang-undang
tersebut berintikan peningkatan
kesejateraan guru yang ditandai oleh




adanya tunjangan khusus, tunjangan
fungsional dan tunjangan profesi
pendidik. Namun harus disadati bahwa
peningkatan kesejahteraan guru yang
diamanatkan oleh Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen bukan
merupakan tujuan, tetapilebih sebagai
mnstrumen untuk meningkatkan kinetja
guru agar berdampak terhadap pening-
katan mutu pendidikan nasional.
Peningkatan kesejahteraan bagi guru
yang telah memenuhi standar kuah-
fikas1 akademik dan kompetensi akan
berfungsi meningkatkan kinetja, tetapi
peningkatan kesejahteraan bagi guru
yang kualifikasi akademik dan kom-
petensinya belum memenuhi standar
sulit diharapkan untuk berdampak
terhadap peningkatan kinerja sesuai
yang diharapkan. Oleh karena itu,
khusus untuk tunjangan profesi
pendidik hanya akan ditetima oleh
guru profesional yang ditandai dengan
kepemilikan sertifikat profesi guru
melalui program sertifikasi. Melalui
program sertifikasi guru, akan ter-
bentuk guru profesional, yaitu guru
yang minimal telah memenuhi standar
kualifikasi akademik dan kompetensi
dan kepada metreka akan diberi tun-
jangan profesi pendidik yang besarnya
sama dengan satu kali gaji pokok,
dan selanjutnya diharapkan bahwa
mereka akan berkinetja optimal dan
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pada gilirannya akan mewujudkan
pendidikan nasional yang bermutu.

Sebaliknya kesejahteraan yang
diberikan kepada guru yang belum
memenuhi standar kualifikasi aka-
demik dan kompetensi, sulit untuk
mewujudkan kinetja yang optimal dan
selanjutnya juga tidak akan berdampak
tethadap peningkatan mutu pendidikan
nasional. Oleh karena itu pemberian
tunjangan profesi pendidik sebagai
salah satu komponen kesejahteraan
kepada semua guru tanpa sertifikasi
tidak akan berdampak terhadap
peningkatan kinerja guru dan dengan
sendirinya juga tidak akan ber-
dampak terhadap peningkatan mutu
pendidikan nasional.

Dari uraian tersebut jelas bahwa
settifikasi akan berdampak tethadap
peningkatan kinerja guru dan selan-
jutnya berdampak tethadap pening-
katan mutu pendidikan nasional
apabila sertifikasi dapat dilakukan
secara obyektif dan valid. Artinya
sertifikat profesi guru hanya diberikan
kepada guru yang telah memenuhi
standar kualifikasi akademik dan
benar-benar telah memiliki standar
kompetensi atau kompetensi minimal
yang disyaratkan, dan hal ini hanya
akan terwujud apabila program
sertifikasi dilakukan secara obyektif
dan valid. Selain itu, sertifikasi juga
harus berkeadilan, dalam arti prioritas




JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN

kesempatan untuk mengikuti sertifikasi
berdasarkan atas berbagai faktor yang
merupakan indikator kualitas dan
prestasi guru di lapangan, seperti
kesenioran (usia, kualifikasi akademik,
pengalaman akademik, kepangkatan),
prestasi kerja sehari-hari yang dinilai
oleh atasan dan teman sejawat, dan
kinerja profesional yang diperlihatkan
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Dengan demikian mudah dipahami
bahwa program sertifikasi yang
dilaksanakan secara obyektf, valid
dan berkeadilan akan berpengaruh
positif tethadap peningkatan kinerja
guru dan selanjutnya akan berpengaruh
positif terhadap peningkatan mutu
pendidikan nasional.

PELAKSANAAN SERTIFI-
KASI GURU

Sertifikasi guru adalah proses
pemberian sertifikat pendidik kepada
guru yang telah memenuhi standar
kualifikasi akademik dan kompetensi
dengan mengacu pada Undang-Un-
dang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
Peraturan Pemernntah Nomor 19 Ta-
hun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, Peraturan Menteri Pen-
didikan Nasional Nomor 16 Tahun
2007 tentang Standar Kualifikasi Aka-
demik dan Kompetensi Guru, dan

Peraturan Menteri Pendidikan
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Nasional Nomor 18 Tahun 2007
tentang Sertifikasi Guru dalam
Jabatan.

Sertifikasi guru akan dilaksanakan
secara bertahap sesuai dengan keter-
sediaan dana, baik dana untuk pelak-
sanaan sertifikasi maupun dana untuk
tunjangan profesi pendidik bagi guru
yang nantinya lulus sertifikasi atau
mendapat sertifkat profesi guru. Sesuai
informasi dari Direktorat Jenderal
Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Departemen
Pendidikan Nasional jumlah guru yang
disertifikasi Tahun 2006 sebanyak
20.000 orang guru dan Tahun 2007
sebanyak 176.000 orang guru, yang
sertifikasinya hingga saat ini belum
dilaksanakan, dan baru akan dilak-
sanakan tahun 2007 ini, sehingga
jumlah guru yang akan disertifikasi
Tahun 2007 sebanyak 196.000 orang
guru.

Sesuai ketentuan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen pasal
11 ayat (2) Sertifikasi pendidik
diselenggarakan oleh perguruan tinggi
yang memiliki program pengadaan
tenaga kependidikan yang terakreditasi
dan ditetapkan oleh pemerintah dan
ayat (3) Sertifikasi pendidik dilaksa-
nakan secata obyektif, transparan, dan
akuntabel.




Sertifikasi guru dalam jabatan bagi
guru yang telah memenuhi standar
kualifikasi akademik, yaitu pendidikan
formal minimal Sarjana (S1) atau
Diploma 4 (D-4) akan dilakukan mela-
lui penilaian portofolio sebagai suatu
bentuk uji kompetensi untuk menilai
seberapa jauh guru yang bersangkutan
telah menguasai kompetensi minimal
yang disyaratkan sesuai yang tercantum
dalam Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 16 Tahun 2007 ten-
tang Standar Kualifikasi Akademik
dan Kompetensi Guru, yang meliputi
kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial dan
kompetensi profesional.

Penilaian portofolio dilakukan
sesual ketentuan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 18 Ta-
hun 2007 tentang Sertifikasi Guru
dalam Jabatan, yang merupakan
pengakuan atas pengalaman pro-
fesional guru dalam bentuk penilaian
terthadap kumpulan dokumen yang
mendeskripsikan: (a) kualifikasi
akademik, (b) pendidikan dan pela-
tthan, (c) pengalaman mengajar, (d)
perencanaan dan pelaksanaan pem-
belajaran, (e) penilaian dari atasan
dan pengawas, (f) prestasiakademik,
(g) karya pengembangan profesi, (h)
keikutsertaan dalam forum ilmiah,
(1) pengalaman organisasi di bidang
kependidikan dan sosial, dan (j)
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penghargaan yang relevan dengan
pendidikan. Guru dalam jabatan yang
lulus penilaian portofolio akan men-
dapat sertifikat pendidik, sedangkan
yang tidak lulus penilaian portofolio
dapat: (a) melakukan kegiatan-kegiatan
untuk melengkapi dokumen agar
mencapat nilai lulus dan (b) mengikuti
pendidikan dan pelatihan profesi guru
yang diakhiri dengan ujian, sesuai
petsyaratan yang ditentukan oleh
perguruan tinggi penyelenggara
sertifikasi.

Sertifikasi melalui uji kompetensi
sesungguhnya dapat juga dilakukan
melalui tes tertulis untuk menilai
penguasaan atas standar kompetensi
dan kompetensi dasar mata pelajaran
sesuai bidang tugas masing-masing
guru, dan menilai penguasaan atas -
kompetensi pedagogik secara teoretik.
Penilaian kompetensi pedagogik dalam
praktek dilakukan melalui observasi
kelas oleh assesor dari perguruan ting-
gi penyelenggara sertifikasi, sedang
penilaian kompetensi kepribadian dan
kompetensi sosial dapat dilakukan
melalui portofolio, penilaian atasan
dan teman sejawat yang berlangsung
secara berkesinambungan dalam pelak-
sanaan tugas profesional sehari-hari,
baik dikelas dan di lingkungan sekolah
maupun dalam kehidupan sehari-hari
di masyarakat.
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Bagi guru dalam jabatan yang
belum memenuhi standar kualifikasi
akademik masih harus mengikuti prog-
ram peningkatan kualifikasi agar
memenuhi kualifikasi akademik yang
disyaratkan sebelum mengikuti sertifi-
kasi, baik melalui penilaian portofolio
mupun uji kompetensi sepetti telah
dijjelaskan di atas untuk memperoleh
sertifikat profesi guru.

~Bagi guru dalam jabatan yang
lulus sertifikasi bethak menerima tun-
jangan profesi pendidik sebesar satu
kali gaji pokok yang dibayarkan mela-
lui Dana Alokasi Umum terhitung
mulai bulan Januan tahun bertkutnya
setelah memperoleh sertifikat pen-
didik. Khusus bagt guru yang terdaftar
sebagai calon peserta sertifikasi pada
tahun 2006 dan telah memiliki serti-
fikat pendidik dan nomor registrasi
guru dari Departemen Pendidikan
Nasional sebelum Oktober 2007
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memperoleh tunjangan profesi
pendidik terhitung mulai 1 Oktober
2007.1]
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